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BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR /0 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 £

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
T;ml?ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

S. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);



10.

11;

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Nomor 2854);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2029 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 435);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2023 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2012 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten  Mukomuko Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024
Nomor 6);

19. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2025 Nomor 14 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
otonom.



10.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah Rencana Pembangunan tahunan daerah yang
merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perngkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggran/Pengguna Barang.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan keuangan
tahunan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD oleh
pemerintah daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mukomuko untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026
yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir 31
Desember 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi:

a. pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026,

b. pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2026;

c. pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2026;

d. pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026;
dan

e. pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun
2026.



BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 terdiri atas:

(1) Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagaimana

berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB 11 : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(2) RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut RKPD Kanupaten Mukomuko Tahun 2026
dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026,
serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
menelaah kesesuaian rencana kerja perangkat daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2026, hasil pembahasan RAPBD
antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten
Mukomuko Tahun 2026.

Pasal 6

Program dan Kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dianggarkan
setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026
dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Mukomuko
Tahun 2026, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD
Kabupaten Mukomuko Tahun 2026.



BAB IV
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 24 Juu 2025

BUP OMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal ¢ qy, 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2025 NOMOR (O



PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMCR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 20

RENCANA KERJA PEMISRIINTAIGKE
KABUPATEN MUKOMUIKGCE
TARUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Jalan imam Bonjol Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38365




KATA PENGANTAR
manjatkan puji scrta syukur |
penyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk mensinergiskan
pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan
memperhatikan perkembangan kedaaan asumsi kerangka ekonomi
daerah Tahun 2026 yang tidak sesuai dengan target yang

ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu dilakukannya perbaikan

berlzaitan dengan lolraci dan/atau lelomnolz sasaran

— AATallas wraanlas UGS mSea gy censies PR e Tes axsy

penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang
harus ditampung dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun
2025-2029, guna peningkatan capaian kinerja dalam rangka
percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko. Perubahan
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tertanggal 22 Januari
2025 tentang Ef 1 ania Pelaksanaan APBN/APRD Tahu
Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun
2026tertanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian
Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Surat Edaran
/833/5j tertanggal 23
Februari 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017

engendalian Dan FRFvaluasi Pemban

Tentang Tata Cara Perencanaan,

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

am e TV mamm e T mam o e —~ T b o s 2 o
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Jangka Menengah Daerah.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam



tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
R

Belanija Daerah

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Akhirnya, saya selaku Bupati Mukomuko mengajak kepada

pemangku kepentingan untuk bekerjasama, ikhlas, penuh

semangat dan percaya diri dalam melaksanakan seluruh kebijakan

dan program pembangiinan vyang teiah
mewujudkan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sejahtera.
Sekian dan terima kasih.

BUPATI

=

CHOIRUL HUDA
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan

......... =4

icanaan Pembangiinan Nasion
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana dalam

penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah

Berkaitan dengan adanya perkembangan yang terjadi
dalam satu Tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk

cdve DDIZPTY T alsevanndace Blsslemennsslon Maolass NnNNnNeC o
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dokumen perencanaan Tahunan dan dengan memperhatikan

hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada Tahun berjalan,

perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sehingga

mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta

yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan; (3)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
dokumen perencanaan yang disusun dengan maksud untuk
anguian Tahuinain sebagai axipat

adanya beberapa pada proses perencanaan yang sudah

ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan

kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan

berdasarkan evaluasi triwulan 2. Hal ini menjadi pedoman

BABI-1




dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan
Prioritas dan
RKPD Tahun 2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan
vakni dimulai dari penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan,

Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Penetapan RKPD.

BA e e e b P P D s P R P PRy IRV S I Y = P P
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penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah

dikemukakan di atas, maka harus direncanakan secara

komprehensif seiak awal tahanar nenvt
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penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen
RKPD yang berkualitas. Dalam hal ini telah memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

eligngan rencang program da i( n RKPD

Lo iup BtalBy =2 4 235 ALl N S22 il = 8 44

berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun
3. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah serta
lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran

, disadari bahwa kebiiakan

anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2026 berdampak secara
langsung terhadap APBD Tahun 2026, demikian pula kinerja
pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 secara

PO T, . il s ATMOTN. Mialeose —ocoo
1gSuUng ofraampax u:xuauap Ay ranudil anggarai
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N

021-2026. Menyikapi proyeksi - baik yang berkaitan dengan

program/kegiatan untuk Tahun yang berjalan perlu di
sesuaikan sejalan dengan amanat RPJMD dan mengakomodir
RPJM Nasional Tahun 2026-2029.
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L o rasar L r «

4+ M -1
av {Lll AS BB ¥,

el

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman

bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang—Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penvusunan

penganggaran, RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA
dan PPAS uniuk menyusun APRD Tahun 2026,

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun
fn Lol DDN A1l cmciisd G

perkembangan keadaan dalam Tahun berjalan, maka dapat
dilakukan.

dengan Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan
kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2026

sampai dengan Triwulan dua Tahun 2026 dan perkembangan

dengan asumsi-asumsi terbaru. Penyusunan RKPD dilakukan
untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten
Mukomiuiko vang terintegrasi dan |
visi, misi dan amanat RPJMD 2021-2026, sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam menyusun
Rencana Keria (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan
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Mukomuko Tahun 2026.
1.2 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan
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perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari
pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (e-
nianning dan e-budgeting) sebagai suatu kesatuan
terpisahkan. Dokumen RKPD Tahun 2026 menjadl bagian yang
tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).
Diaiam nrnknkn\m penvisunan n RKPD 2026 iu a aisi

st

'3

dengan  memperhatikan  Kkebijakan  tingkat  Nasional.
Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

vang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

demikian dokumen RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026
dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

-,

enoan nroses dan substansi materi vang lengkan dan
S £z T Linsian : S s M S

proses yang sistematis, RKPD ini diharapkan dapat menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, Dokumen RKPD

(KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASP).
Selanjutnya KUPA dan PPASP ini dijadikan dasar untuk
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(eria dan Anggaran (RKA} Peranglkat
Daerah (PD) Tahun 2026. Kedua dokumen ini dijadikan dasar
untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mukomuko Tahun
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bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan




Kabupaten Mukomuko Tahun 2026.

Hubungan  antar dokumen  Perencanaan  dalam

penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1.

RKPD dan RPJMD Kabupaten Mukomuko
Kedudukan RKPD  Tahun 2026  merupakan

., TUIDDISC v o SOOI ¢ TR ~
1 P é é nencaiia

Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD)
Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2029. Hal ini konsisten

dengan Undang-iindang Nomor 25 Tahun 2004 tentan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan
kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam

penvusunan RKPD. Muatan RKPD vang merupakan

RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat

Daerah (REN.JA-PD) vang tetan mengacu nada

Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Perencanaan

Rencana
pembangunan merupakan suatu proses vang direncanakan
untuk menuju ke arah yang lebih baik. Aspek pembangunan
i Sumiﬁ}; suGayva, EKOI0 yaiig
konservasi lingkungan agar pembangunan yang

berkelanjutan tetap terjaga.

awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan

mengoptimalkan potensi sumber daya vang tersedia,

mendayagunakan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber

Daya Manusia sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih

baik bagi masvaraka

- Sl CL VY L L

!"F

RKPD dan RTRW Kabupaten Mukomuko

Penyusunan RKPD memperhatikan dan

mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang




menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan

ng daerah di Kal

ninaten
8-

Mukomuko. Perencanaan pembangunan yang berorientasi
pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap

sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam

menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan

bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.

3. RKPD dan Rencana Keri

LU A =2t = L1 el =€t ZARE

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahunan. RKPD disusun untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

DENganggarai, chanaa; laail dain PEIigawasan SEita
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPRD} vang iuga

APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
(PD).

L ST P o T o e

Adapun dasar penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun

2026 adalah sebagai berikut :
indang Nomor G Tahu

1. Undang-lindang sissls G

mn

Pembentukan Provinsi Bengkulu Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- .\ PP ke 7 mol..
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Pembentukan Kabupaten Kaur, Seluma, dan Mukomuko

di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik

Indonegia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4286});

BAB I-6



Undang—undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Udang-undang
mbar

—

I n Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor G987}

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

[\
]
N
)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peratiiran Menteri Dalam Neg
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

T e D = e
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10.

11.

12.

159

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

fJU

encana Keria Pemerintah Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun
Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun

20724 ter

L4 AN RN 312Ys)
LAiuil 2

ntang Rencana Pembangunan Jangka Paniang
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun
NN1ND dmemdmann (Ve mnmemnm Mada TDavman e SETZE e P P P
LU LL 1Tlila ls INNClitaliia tatla \unus VV Llcl\l dll xmuuyat.cu

Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2012 Nomor 6);

eratiiran Daerah Kabupaten Mukomiuiko Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024

1.4 Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud

Secara  umum, penviisu {abupaten

Mukomuko Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

a.

Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan

berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro




Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
fas

keuangan publik;
e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur,

perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga

f. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan

serta terciptanya efisiensi alokasi sumber daya
dalam pembangunan daerah.
1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko

a. Untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan
daerah antar-wilayah, antar-sektor pembangunan, dan

antar-tinglkkat pemerintahan <erta untuk mewniudkan
efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
b. Adanya tersedianya dokumen perencanaan tahunan

sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana

c. Sebagai Landasan Penyusunan KUA dan PPAS untuk
menyusun RAPBD; dan

2

Mewujudkan konsistensi n

pencapaian sasaran RPJMD.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan
tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat tentang kondisi umum kondisi daerah, evaluasi

S e - o S| fodman TOWZOTY e 2 o Tn
taall Progirain aaii BC¥ialtail iNnris Saifipai tanuil
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BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu
dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain

mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

daerah yang diperlukan dalam  pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,

analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJIMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan
nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
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kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan

evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun

dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas

harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

Mengemukakan indikator kinerja pencapaian visi dan

misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai

dengan kebutuhan.




